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A. Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia lahir
dengan dilandasi penghormatan terhadap hak azasi manusia. Bila kita melihat
semangat pada Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945, bukan hanya HIR
yangingin diganti, namun keseluruhan peraturan perundangundangan peninggalan
masa Kolonial Belanda. Dalam Pasal 2 KUHAP UndangUndang iniberlaku untuk
melaksanakan tatacara berperkara dalam lingkup peradilan umum pada semuwa

tingkatperadilan. Berkaitan dengan Pasal ini dijelas kan hal-hal berikut ini:*

a. Ruwang lingkup pengaturan dalam Undang-Undang inimengikuti azas-
azas yangdianut oleh hukumpidana indonesia.

b. Yangdimaksud dengan peradilanumum adalah pengkususannya sebagai
mana termuwat dalam penjelasan Pasal 10 ayat(1l) alinea terakhir

UndangUndang No:14 Tahun 1970.

Hukum pidana merupakan seluruh peraturan yangmenentukan perbuwatan
apa yangdilarang dantermasuk ke dalam tindakpidana, serta menentukan hukum
apa yangdapat diberikan terhadap orang yangmelakukannya.? Sedagkan hukum
acara pidana adalah hukum pidana formal, terkait degan penegakanhukum pidana

materil.

'P. A. F. Lamintang danTheo Lamintang, Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuwan
Hukum Pidana danYurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 26.

2Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta: 2012, him. 103.



J. M.VanBemmelen memberikan penjelasan berkaitan denganhukum acara
pidana sebagai berikut “ilmu hukum acara pidana mempelajari serangkaian
peraturan yangdiciptakan oleh negara, dalam hal adanya dugaan dilanggarnya
undang-undang pidana dimulai dari proses penyelidikan terhadap adanya dugaan
pelanggaran, hingga berakhir yakni dalam proses melaksanakan putusan
pengadilan tentang pidana atautindakan yangharus dilaksanakan oleh terdakwa.
Sistem peradilan pidana (criminal justice system) pada dasarnya terbentuk sebagai
bagian dari upaya negara untuk melindungi warga masyarakat dari bentukbentuk
perilaku sosial yangditetapkan secara hukum sebagai kejahatan. Disamping itu,
sistem tersebut juga dibentuk sebagai sarana untuk melembagakan pengendalian
sosial negara”.® Usaha dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat
melalui sistim peradilanpidana adalah serangkaian kegiatan dari kepolisian,

kejaksaan, pengadilan, danlembaga pemasyarakatan.

Polisi Negara Republikindonesia (POLRI) merupakan Kepolisian
Nasional dilndonesia, yang memiliki tanggungjawab dalam penegakan hukum
langsung dibawah Presiden. Kepolisian adalah salah satu instansi pemerintah yang
paling depan dalam menjaga keamanan dan Kketertiban dalam masyarakat.
Didalam Pasal 30 ayat(4) UUD 1945, peranan kepolisian saat iniadalah sebagai
pemelihara keamanan danketertiban masyarakat(Kamtibmas) juga sebagai aparat

penegakhukum dalam masyarakat yangberkaitan dengan penanganan ancaman

*Mulyana W. Kusuma, Tegaknya Supremasi Hukum, PT Remaja Rosdakarya, Bandung: 2002,
him. 3.



kejahatan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegakhukum, polisi
berwenang untuk melakukan penyelidikan danpenyidikan sesuwai tertuwang
didalam KUHAP Pasal 4 danPasal 6, dibantu dengan pejabat pegawainegeri sipil

tertentu yangdiberi kewenang kusus oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai suwatu lembaga penegakan hukum, kepolisian bekerja sesuwai
dengan ketentuan tang telah ditetakan dalam Undang-Undang yang dalam sistm
peradilanpidana. Sistim peradilanpidana Indonesia berlandaskan kepada Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara
Pidana (KUHAP), memiliki sepuluh azas yang salah satunya adalah azas praduga
tidak bersalah (presumption ofinnocence) hal ini disebutkan didalam Pasal 8
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KekuwasaanKehakiman danjuga
dalam penjelasanumum butir 3¢ KUHAP yangberbunyi: “Setiap orang
yangdisangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/ataudihadapkan di muka sidang
pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan

yangmenyatakan kesalahannya danmemperoleh kekuwatan hukum tetap”.’

Berdasarkan pada pengaturan pasal tersebut maka jelaslah bahwa setiap
orang yang diduga melakukan perbuwatan pidana tidak boleh dijatuhi hukuman
sampai dibuktikan terlebihdahulu dimuka persidangan dipengadilan, dengan
menunjukkan buktibukti terkait dengan perbuwatan pidana yangdilakukan. Pada

tahap peyelidikan, di dalam KUHAP wewenang tugas penyelidikan ada pada

*Mukhlis. R, “Peranan Polri Menangani Demonstrasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah
Secara Langsung di Indonesia”, Artikel Pada Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas
Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, VVol. 111, No. 2 November 2010, him. 126

>Zainal Asikin, Op.cit, him. 266.



pejabat kepolisian sesuwai degan Pasal 4 KUHAP, sedangkan untuk wewenang
penyidikan adapada pejabatpolisi danPenyidik PegawaiNegeri Sipil (PPNS)
yangsyarat kepangkatannya diatur dalam PeraturanPemerintah No: 27 Tahun

1983 tentang PelaksanaanKitab UndangUndangHukum AcaraPidana.’®

Pada praktiknya seringkali muncul ketidak konsistenan penafsiran
bergantung dari kepentingan pejabat penyelidik ataupenyidik semata. Kemudian
terbukalah peluwang ketentuwan tersebut untuk disalahgunakan. Sebaiknya
KUHAP memberikan penjelasan secara lebih terperinci mengenai kewenangan
penyelidik danpenyidik dalam rangka mengantisipasi situwasi dankondisi khusus
danperkembangan masyarakat. Wewenang yangdiberikan kepada penyidik
sedemikian rupa luwasnya. Bersumber atas wewenang yangdiberikan undang-
undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan danhak azasi seseorang, asalkan
hal tersebut masih berpijak pada landasan hukum.” Pada praktiknya, tindakan
penyidik dalam melakukan penangkapan diatur di dalam Pasal 18 KUHAP dirasa

terlalu berlebihan dansering dituding sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Akhir akhir inimedia sosial diramaikan dengan pemberitaan tentang aksi
penembakan yangdilakukan oleh aparat kepolisian baik berita tentang aksi polisi
menembak seorang pelaku pembegalan maupun aksi buwang tembakan
yangdilakukan polisi dalam sebuwah acara pernikahan di Kotabumi Lampung

Utara. Tindakan oknum aparat kepolisian tersebut ramai mendapatkan berbagai

®Al. Wisnubroto danG. Widiartana, Pembaharuwan Hukum Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2005, him. 35.
M. Yahya Harahap, Op.cit, him. 157.



komentar, baik yangmendukung perbuwatan tersebut maupun yangberkomentar

negatif.

Pada dasarnya, di dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009
tentang Penggunaan Kekuwatan Dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 3
menyebutkan prinsip-prinsip dalam menggunakan kekuwatan dalam melakukan
tindakan kepolisian. Di dalamnya menjelaskan enam poin penting dalam
menggunakan kekuwatan dalam melakukan tindakan kepolisian, salah satunya
adalah prinsip proporsionalitas. “Proporsionalitas yangberarti bahwa penggunaan
kekuwatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yangdihadapi
dantingkat kekuwatan ataurespon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan

kerugian/korban/penderitaan yangberlebihan”.

Jika dilihat dari azas proporsionalitas tersebut beberapa tindakan
kepolisian dengan menembak mati seorang pelaku dianggap sudah tepat, karena
selain pelaku kejahatan terkadang tidak segan untuk melakukan tindakan
membahayakan yangmungkin saja akanmenimbulkan korban, terkadang pelaku
kejahatan juga tidak takut melakukan perlawanan terhadap aparat kepolisian.
Namun dari segi Hak Azasi Manusia (HAM), pelaku tindak kejahatan yang belum

mendapatkan keadilan karena proses peradilan terhadapnya belum dilaksanakan.

Lalu, apakah jika seseorang yangmemang diketahui sebagai penjahat
boleh ditembak mati sebelum adanya putusan pengadilan? Apakah hal initidak
bertentangan dengan azas praduga tidak bersalah? Hal yangserupa juga seringkali

terjadi dalam kasus terorisme, dimana banyak mereka yangdiduga sebagai pelaku



teror ditembak mati oleh polisi sebelum adanya proses peradilan yangdapat
membuktikan apakah mereka benar bersalah atautidak. Danberbagai kasus pula
yangserupa yakni aparat kepolisian melakukan salah sasaran, disamping kordinasi
danlaporan dari masyarakat yangkurang jelas dantidak disertai dengan bukti-bukti
yangkuwat, serta kepolisian sendiri yangsalah sasaran dituding menjadi kesalahan
yangfatal dilakukan oleh aparat kepolisian. Karena selain dapat melukai, tindakan
kepolisian bahkan dapat menimbulkan korban jiwa. Pada tahun 2017 saja,
Indonesia Police Watch (IPW) menyebutkan terdapat 13 kasus salah tembak
yangdilakukan oleh polisi, akibatnya 27 orang menjadi korban 7 orang
diantaranya tewas dan20 orang lainnya luka-luka.® Berangkat dari pokok
permasalahan di atas, dikhawatirkan tindakan polisi sebagai penegak hukum
yangseharusnya dalam melakukan tugasnya berpedoman pada Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian yangmenyatakan bahwa untuk
mewujudkan keamanan dalam negeri yangmeliputi terpeliharanya keamanan
danketertiban masyarakat, tertib dantegaknya hukum, terselenggaranya
perlindungan, pengayoman, danpelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya
ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia tidak
akantercapai, tetapi malah sebaliknya menimbulkan keresahan baru terkait azas
praduga tidak bersalah dankepastian hukum. Dari uraian di atas inilah
yangmembuwat ketertarikan penulis untuk lebih mendalami tentang penembakan

yangdilakukan oleh polisi melalui penelitian lebih lanjut, sehingga penulis

8nttp://m.merdeka.com/peristiwa/dituduhpenculik-3-pengendara-mobil-jadi-korban-
salahtembak.html, diakses, tanggal, 28 Agustus 2018. Pukul 23:19 wib.



http://m.merdeka.com/peristiwa/dituduhpenculik-3-pengendara-mobil-jadi-korban-salahtembak
http://m.merdeka.com/peristiwa/dituduhpenculik-3-pengendara-mobil-jadi-korban-salahtembak

memberi  judul  “ANALISIS HUKUM  TERHADAP  TINDAKAN

PENEMBAKAN YANGDILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN”

B. Rumusan Permasalahan

1. Permasalahan
Berdasarkan Uraian yg telah di kemukakan pada latar belakang maka
permasalahan yangakan di teliti adalah :
a. Bagaimanakah peraturan perundang-undangan dilndonesia mengatur
tentang penggunaan senjata api oleh kepolisian?
b. Bagaimanakah penegakan hukum bagi aparat kepolisian yangmelakukan
penembakan dengan mengabaikan prosedur dalam penggunaan senjata api

di Polres Lampung Tengah?

C. Tujuwan danKegunaan Penelitian
1. Tujuwan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yangdiajukan maka tujuwan penelitian iniadalah
sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan dilndonesia mengatur
tentang penggunaan senjata api oleh kepolisian
b. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi aparat kepolisian
yangmelakukan penembakan dengan mengabaikan prosedur dalam

penggunaan senjata api di Polres Lampung Tengah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian iniadalah sebagai berikut:



a. Kegunaan teoritis
Hasil penelitian inisecara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan di
bidang keilmuwan Hukum Pidana. yakni tentang pengaturan danpenegakan
hukum bagi penembakan senjat api oleh aparat kepolisian dengan mengabaikan

prosedur penggunaan senjata api.

b. Kegunaan Praktis
Kegunaan praktis penelitian iniadalah sebagai berikut:

1) Untuk Penulis : Penelitian inibisa menambah wawasan tentang
pengaturan danpenegakan hukum bagi penembakan senjat api oleh
aparat kepolisian dengan mengabaikan prosedur penggunaan senjata api

2) Untuk Masyarakat : Penelitian inidiharapkan bermanfaaat untuk
masyarat umum tentang pengaturan danpenegakan hukum bagi
penembakan senjat api oleh aparat kepolisian dengan mengabaikan
prosedur penggunaan senjata api.

3) Untuk Pemerintah: Penelitian inidi harapkan dapat jadi saran untuk
pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan dalam menangani masalah
pengaturan danpenegakan hukum bagi penembakan senjat api oleh

aparat kepolisian dengan mengabaikan prosedur penggunaan senjata api

D. Kerangka Teoritis danKonseptuwal

1. Kerangka Teori
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Dalam setiap penelitian harus disertai dengan krangka teori karena
ada hubungan timbal balik yangerat antara teori dengan kegiatan pengumpulan
danpengolahan data, analisa serta konstruksi data. Dalam suwatu penelitian
akandapat dijelaskan fenomena hukum yangdihadapi dengan mengedepankan
teori-teori dalam penelitian hukum mempunyai 3 ciri, yaitu teori-teori hukum,
azas - azas hukum, doktrin hukum. Ketiga ciri tersebut dapat digunakan
sekaligus atausalah satunya.’ Teori yangdigunakan dalam penelitian iniadalah
Teori Penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suwatu usaha untuk mewujudkan ide-ide
keadilan, kepastian hukum dankemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi
penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudanide-ide.
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya
atauberfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku
dalam lalu lintas atauhubungan-hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat danbernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk
mewujudkan ide-ide dankonsepkonsep hukum yangdiharapakan rakyat
menjadi  kenyataan. Penegakan hukum merupakan suwatu proses

yangmelibatkan banyak hal.*°

2. Kerangka Konseptuwal

° Soejono Soekanto, 2008, Mtode Penelitian Hukum. Jakarta; Rajawali Pers .HIm 15.
19 Dellyana,Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.HIm. 33
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Konseptuwal adalah kerangka yangmenggambarkan hubungan antara
konsep-konsep khusus yangmerupakan kumpulan dari arti-arti yangberkaitan
dengan istilah yangakan diteliti. Kerangka Konseptuwal inimenjelaskan
pengertian-pengertian dari istilah-istilah yangakan ditulis dalam penulisan iniguna
membatasi ruwang lingkup dalam penulisan,memberikan persepsi yangsama
tentang istilah yangdipakai dalam penulisan yaitu:

a. Analisis adalah penguraian suwatu pokok atas berbagai bagiannya
danpenelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk
memperoleh pengertian yangtepat danpemahaman arti keseluruhan.
Ditinjau dari segi juridis, kejahatan adalah suwatu perbuwatan tingkah
laku yangbertentangan dengan Undang-Undang. Ditinjau dari segi
sosiologis, kejahatan adalah perbuwatan atautingkah laku yangselain
merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa

hilangnya keseimbangan, ketentraman danketertiban.

b. Senjata api (bahasa Inggris: firearm) adalah senjata yangmelepaskan satu
ataulebih proyektil yangdidorong dengan kecepatan tinggi oleh gas
yangdihasilkan oleh pembakaran suwatu propelan. Proses pembakaran
cepat inisecara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya
menggunakan bubuk hitamsebagai propelan, sedangkan senjata api

modern kinimenggunakan bubuk nirasap, cordite, ataupropelan lainnya.



12

Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk
memberikan efek putaran pada proyektil.**

c. Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang
pemeliharaan keamanan danketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, danpelayanan pada masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan

yangsistematis untuk membahas permasalahan yangditetapkan. Untuk

mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuwat suwatu
susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:
I. Pendahuluwan

Bab inimerupakan bab pendahuluwan, yangmemuwat latar belakang dari

pokok masalah skripsi ini, permasalahan danruwang lingkup. Selain itu

didalam bab inimemuwat tujuwan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis
dankonseptuwal, serta sistematika penulisan.
Il. Tinjauwan Pustaka

Bab inimerupakan berisikan teori-teori tinjuwan pustaka yangterkandung dari

literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum,

serta pengertian teori tentang isi kandung pokok-pokok pembahasan.
I11. Metode Penelitian
Dalam bab inipenulis menguraikan metode yangdigunakan dalam penulisan

skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data,

" http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_api diakses 7 Juni 2014 pukul 13.00 Wita.
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pengumpulan data danpengolahan data analisis data. Serta penentuwan
narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

IV. Hasil Penelitian DanPembahasan
Uraian dalam bagian initerdiri dari bebarapa sub bagian, yangmenguraikan
tentang jawaban berupa analisis danpembahasan dari permasalahan yangada
pada rumusan permasalahn.

V. Penutup
Merupakan bab penutup dari penulisan proposal yangberisikan secara singkat
hasil pembahasan dari penelitian danbeberapa saran dari penulisan sehubungan
dengan masalah  yangdibahas serta memuwat lampiran-lampiran

yangberhubungan dengan penulisan.



